 SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 101 TAHUN 2021 |

= 4 ~ TENTANG | ‘ |
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS! DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH |

-. “>IDENGA_N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGANYAR, e

o : Menlmbang ';: 'a;"tvbahx‘)va ‘ urusan ' pemefintahah ; bidéng B ’perllgaWasan
| S o penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah dllaksanakan ‘oleh
Inp‘ektorat Daerah; | s | | ‘
| b. bahwa guna kelancaran dan ketertlban penyelenggaraaﬁ
"Per}nerlntahan Daerah maka perlu dlatur struktur tugas o .

. fungsi dan tata kerja; e rar i |
: ,ck.btybahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud‘
'rv’,'pada - huruf a dan huruf b d1atas perlu menetapkan}» :
Pel%aturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Or gan1sa31 '
, PR Tugas dan FungS1 serta Tata Kerja Inspektorat Daerah ;
gM.e’n“gingét‘A' . Undang—Undang ‘Nomc:)r, .13 Tahunf 1950 tentang
D ol ' Perinbentukan _ Daerah déerah " Kabuvpaten ) Dalamka
‘ Llngkungan Prov1n31 Jawa Tengah o A i

.2.'Undang-Undang Nomor 23 Tahun ; 2014 tentang

gt Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a:_ o

‘Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

i Re'pubhk Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah dlubah:’

o be]l:)erapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 ’ '
Tahun 2020 tentang Clpta Kerja (Lembaran Negara]'

Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan,

: Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 657 3)




Menetapkan

3. quaturyanv Pemerintah :Nomdr 18 Tahun 2016 téntang

Perangkat‘ Daerah (Lembaran Negara Republi‘k Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1:14, Tambahan Lembaran Negara

- Re%niblik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah |

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Re‘pubhk Indonesia: Tahun 2019 Nomor 187, Tambahanr

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 6402),

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun‘

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

|

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

|

Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran

‘ .
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebaga1mana

Atelah d1ubah Peraturan Daegah Nomor 22 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

, Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan

da‘n Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lf‘:mbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

- Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten"
Karanganyar Nomor 113), :

|

| MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

-‘ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA»

INSPEKTORAT DAERAH

f BAB T
KETENTUAN UMUM -

Pasal l

: Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan
1. |Daerah adalah Kabupate__n, Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah ‘Bupati sebagai unsur
pe‘nyelenggara Pemefintahan Daerah yang memim"pin
pelaksanaan urusan pemerlntahan yang menjadl
kewenangan Daerah Otonom ;

3. |Bupati adalah Bupat1 Karanganyar. v




(2)

(1)

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatl dan
Dewan Perwakllan i Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemermtahan yang menJad1
kewenangan Daerah.

Sekretarxs Daerah adalah meplnan dari Perangkat |

Daerah unsur Pembantu meplnan Pemerintah Daerah

y‘ang bertugas mengoordmasﬂ{an Perangkat Daerah

|
Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
‘ B

r;nelaksanakan fung31 pengawas penyelenggaraan '
Pemerlntahan Daerah. '

Inspektur adalah P1mp1nan dan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampllan tertentu.

. Subkoordinator adalah pejabat fungsmnal Ahli Muda

yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasﬁya dalam
suatu satuan kerja sebaga1mana diatur peraturan

perundang—undangan tentang orgamsas1 dan tata kerja

1nstans1
| |
|  BABI .

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

L o ;j.Paéal2"

Inspektorat Daerah ° rherupakan unsur ‘pengawas
\penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah d1p1mp1n oleh Inspektur Daerah

‘yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
' kepada Bupati melalui Sekretarls Daerah.

[

(1)

-

Pasal 3

Susunan orgamsasx Inspektorat Daerah terdiri dari:
a. Inspektur Daerah

b. Sekretariat membawahkan _
1. Subbaglan Evaluasi dan Pelaporan
2. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.




-

£

c. Inspektur Pembantu - | Wilayah I Bidang

Pemerintahan, Hukﬁm, Ap'aréituf dan Reforrhasi '
| ‘Birokrasi; g |
d! Inspektur Pembantu Wilayah II Bldang Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; -

e.‘ Inspektur = Pembantu  Wilayah III  Bidang
| Perekonomian, Pembarigunan dan ‘Lingl‘{ungan
' Hidup; | | '

! Inspekt:uf Pembantu Wilayah IV Bidang Kes'ehe}tan,
. )
1

| Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

g Kelompbk Jabatan Fungsional. - | | |
Bagan Susunan Orgamsam Inspektorat. Daerah
sébagaimana tercantum ' dalam Larnp1ran yang ,
merupakan bagian tldak terp1sahkan dar1 Peraturan =

Bupat1 ini.
. BABII
TUGAS DAN FUNGSI

|

|

\

|

\1 .

( Bagian Kesatu
| Inspektur Daerah
\ |

i

| vPasa1_4

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati '

dalafn membina dan mengawasi pelaksanaan urusan

pcmcrmtahan yang mcnjadl kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

| o Pasal §

Dalafrl melaksanaké.n tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Inspektur Daerah mempunyai fungsi :

a

perumusan kebijakan tekms bldang pengawasan- dan
fas111tas1 pengawasan, ‘ y
pelaksanaan pengawasan 1nterna1 terhadap kinerja dan
keuangan melalui audxt reviu, evaluas1 pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lamnya,

. ‘pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

‘ penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagal wakﬂ

Pemenntah Pusat

‘!



d. penyusunan lapdran hasil pengawasan, :
pelaksariaan koordinasi pencegahan tindak pidana
Akorups1, ‘

: ‘f.‘ pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

qq&

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat1.
terkait dengan tugas dan fungsmya
|
| Bagién Kedua
| Sekretariat
! R
| -
| ; Pasal 6
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
a’xyé.t (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan.
(2) Sekretanat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah

dan bertanggung Jawab kepada Inspektur Daerah.
| | t

; : Pasai 7
Sek%‘etaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
menjdpunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,
evaluas1, pelaporan meliputi. pembinaan ketatausahaan,
hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan kerjasama,
kearmpan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan,
vkep{egawaian, pelayahan'administrasi. :

B

\ Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam

Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungs1

a. }pengoord1nas1an kegiatan;

b. \pengoordmasmn dan’ penyusunan rencana dan program
’kerja, |
pernbmaan dan pemberlan dukungan adm1n1stras1 yang
| mehpuu ketatausahaan, kepegawa1an hukum,

\keuangan kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi;

J pengoord1nas1an tatalaksana Inspektorat Daerah;
|
|
!
|
{




e. pengoordinasian dan = penyusunan = peraturan
' pérundang-undangan - serta pelaksanaan advokasi

hukum
£ péngoordmasmn pelaksanaan Slstem Pengendahan

Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumenta31

g. penyelenggaraan pengelolaan barang m111k/ kekayaan
Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

h. pélaksanéan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas

fungsmya
' B

% , Pasal 9 o

(1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
nyat (1), huruf b angka '1 dipimpin Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab. kepada
Sekretans '

(2) Kepala Subbaglan Evaluas1 dan Pelaporan sebagaimana

' dlmaksud pada ayat (1) mempuya1 tugas melaksanakan

penylapan bahan - perurnusan pengoordmasmn,

pelaksanaan pemantauan, : evaluas1 serta pelaporan

g
hasﬂ analisis dan evalua81 hasil pengawasan.

; o
{ ~ Pasal 10
(1) | z‘S'ubbag,ia.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
E [ayat (1), huruf b angka 2, dipimpin Kepala Subbaglan
‘yang berada d1bawah dan bertanggung Jawab kepada
Sekretarls _
. (2)iKepa1a Subbagian Administrasi dan  Umum ‘
‘ jsebagavimana ~dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan,
" pengoordinasian, pefaksanaan, pemantauan, ‘evaluasi
| serta pélaporan rneliputi pembinaan 'perencanaan,

keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan,

‘kétatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaani

|

: kears1pan, kepegawalan, dan pelayanan administrasi
" Inspektorat Daerah.
|
l
|




| Bagian Ketiga
* Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan,
- Hukum, Apafatur dan Reformasi Birokrasi

i ‘ , Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu Wllayah I B1dang Pemermtahan,
Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi mempunyai

‘éugas membantu Inspektur dalam melaksanakan
.pemblnaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di
Daerah bidang pemerintahan umum, pernermtahan.
Daerah pemerintahan desa, hukum dan aparatur. v l

(2) Inspektur Pembantu Wllayah I Bidang Pernermtahan,
Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi berada di

bawah dan bertanggung Jawab ‘kepada Inspektur

Daerah

|

| Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Inspektur Pembantu Wilayah 'I Bidang
Pemermtahan, Hukum, Aparatur dan Reformas1 B1rokra31
mempunyal fungsi: :
a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, bidang pemermtahan umum,
‘pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, hukum dan -
;aparatur serta reformasi birokrasi;
b. |penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan
‘bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan
desa, hukum dan aparatur serta reformasi birokrasi;
c. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,
pengujian  dan penilaian tugas bidang pemerlntahan'
umum, Pemerintahan Daerah, pemerintah desa, hukum
‘dan aparatur serta reformasi birokrasi; dan
d. | pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

’ Baglan Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan,
| Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai
. tugas membantu Inspektur = Daerah dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah b1dang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset Daerah.




t

"(2) Inspektur Pembantu W11ayah II Bidang Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berada di

bawah dan bertanggung Jawab kepada Inspektur
Daerah ,

| , BT

‘ Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 13, Inspektur Pembantu W11ayah II  Bidang

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
|

mempunya1 fungsi: ,

a. pemblnaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan -
Bldang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
Daerah

b. ”penganahsaan data yang men_]adl obyek pemer1ksaan |

| ‘:b1dang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

:Daerah; | v | _

c. pélaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan

; ‘p‘enilaian, tugas péngawasan bidang pendapatan,

'pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan

d. |pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

o Bagian Kelima
| P .
Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian,

‘ Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- .

| Pasal 15

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian,

*Pembangunan dan Llngkungan Hldup membantu
. Inspektur dalam melakukan pembinaan ‘dan
pengawasan terhadap pelarlk.sanaann urusan
pemerintahan | Daerafh bidang perekonomian;

' pembangunan dan hngkungan h1dup .
(2) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian,
‘ Pembangunan dan Lingkungan Hidup, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. .




Pasal 16

' Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang

Perekonomlan, Pembangunan dan Lingkungan Hldup,

mempunyal fung31 _ |

a. pengoordmasmn Pembmaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan b1dang perekonomian, pertanian,
pembangunan dan hngkungan hidup; | |

b, penganahsaan data yang menjadi obyek pemenksaan
bidang perekonomlan, pertanian, pembangunan dan

‘hngkungan hidup; o

c. pelaksanaan pemerlksaan pengusutan, pengupan dan
’pemlalan tugas pengawasan bldang perekonomlan,
(pertaman pembangunan dan hngkungan hidup; dan '

d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam ;
Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan,
Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

| o Pasal 17
(lj Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan,
 Pendidikan ddn Kesejahteraan Rakyat membantu
Inspektur Daerahv dalam meiakukan pembinaan dan
. pengawasan terhadap '> pelaksanaan 'ufusan

‘pemerintahan di Daerah bldang kesehatan Pendidikan
| ~dan Kesejahteraan Rakyat

(2) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan,
’ Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah
- dan bertanggung' jawab kepada Inspektur Daerah.

’ Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
ITasal 17, ,Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang

I?esehatan, Pendidikan dan Kesejahteraah

r‘nempunyai fungsi:

a.

Rakyat

pembinaan dan pengawésan terhadap ‘pelaksanaan
bidang kesehatan pendidikan, par1w1sata, sosial dan
kesej ahteraan rakyat



b. penganalisaan data yang menjadi obyek pémeriksaaﬁ
bldang kesehatan, pendldlkan par1W1sata s031a1 dan
kese_]ahteraan rakyat B _ A

c. pelaksanaan pememksaan, pengusutan, pengujlan dan
penllalan tugas pengawasan bidang kesehatan,

| pend1d1kan par1w1sata,‘ sosial dan kesejahtefaan
rakyat dan ‘

d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fung51

| . Bagian Ketﬁjuhv -

| Kelompok Jabatan Fungsional
| ;

|

\ Pasal 19 ,

(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal d1tetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan berada dibawah = dan
bertanggung]awab kepada Sekretans /Inspektur Pembantu.

(2) Jum}ah Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud pada
ayé.tiﬁ (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerjai. "

| - Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsmnal :
yang terbagi dalam kelompok 'sesuai dengan bidang
keahhannya .

(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagaimana'
dlmaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang- ;
und?.ngan '

| ' Pasal 21 ,‘

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk

’ Subkoordmator, ‘paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)
Sekretarxat

(2) Jems dan _]umlah Subkoordinator dltetapkan oleh Bupa‘u
au:as‘l usulan dari Inspektur |

!

> Pasal 22

Jabatan Fungsmnal melaksanakan tugas dan bertanggung

jawab ;kepada Inspektur melalui Subbaglan dan / atau

Sekretaris, Inspektur Pembantu sesuai jenis dan jenjang

jabataﬂnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan

tugas 3 abatan Fungsional. | | |
;

‘\




 BAB IV
TATA KERJA

i .~ Pasal23 |
Inspéktur Daerah  menyampaikan  laporan has1l
' pcngawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang‘
menjadl kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh
Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. - e

|  Pasal'24 g
Inspektur ‘Daerah membuat usulan analisis jabatan, peta
Jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar
kompetenm jabatan: kepada Bupati. B , | ‘L

| _ , :

l ‘ Pasal 25
(1) Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretar1s, dan

chala Subbag1an  dalam  melaksanakan tugas

fnenerapkan pr1ns1p koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi.

(2) Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretarls dan
Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas
;rnenerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) iInspektur Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan
Kepala Subbagian melaksanakan Sistem Pengendahan
Intern Pemerintah (SPIP) '
|
Pasal 26

(1) ilnspektur Daerah bertanggung = jawab memimpin,
fmengoordinasikan . dan memberikan pengarahan
K;terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

- 2) Inspektur Daerah melaksanakan pengawasan tugas

‘bawahan dan mengambll langkah yang diperlukan

sesua1 dengan ketentuan peraturan’ perundang-
undangan ' ‘

| e
‘ . Pasal 27
Inspektur Daerah wajib menyampaukan laporan berkala
secara tepat waktu sesuai ketentuan
‘ N

5 - Pasal 28
: Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektur Daerah
Waljlb melakukan koordinasi dengan kepala obyek
pemeriksaan. i
|

i



BABV .
KETENTUAN PERALIHAN

| ‘ ;
J Pasal 29

(1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
Bupati ini  tetap ~menduduki " jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan d1tetapkannya
peJ jabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
J abatan Fungsmnal sesuai dengan ketentuan yang

: berlaku
(3) PeJabat Pelaksana sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

pertanggung]awab kepada pejabat administrasi di -

atasnya.

|
B . BAB VI

% KETENTUAN LAIN-LAIN

| o .

o - Pasal 30

. Insﬂektorat " Daerah  dalam melaksanakan Urusan
Pernenntahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat

‘Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk

menymkronkan pelaksanaan tugas dan fungs1 masing- .

masing.
|
% . o Lo Pasa131
Ketentuan lebih lan_]ut mengenai uraian tugas set1ap

Jabatan diatur dengan Peraturan Bupat1 tersend1r1

\
| BAB VII

! KETENTUAN PENUTUP

i :

\ -

| - Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupat1 Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organ1sas1 Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Inspektorat (Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar
| Tahun 2019 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan' tidak
bcrlaku ‘ |
l
\
|



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
| . o : ) .

diund;angkan. :

Agar] setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
» pengﬁndangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya = dalam _ Berita Daerah Kabupaten

_ Karanganyar.
: |

|

‘ ' Ditetapkan di Karanganyar

| pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,

|
|
! o : ttd

| i ;
| JULIYATMONO

’Diun;dg‘ngkan di Karanga{nyar

pada tanggal 31 Desember 2021

- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd |
 SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 101

|
|
Salinan sesuai dengan aSlinya
. SEKRETARIAT DAERAH .
KABUPATEN KARANGANYAR

i

|

‘ ‘\5«,*"’\‘\\ ' ANE

NIP. 1975\0@31;;19' 903 1 009
’

|

|

|

|

|
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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI: -
- SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH >

* BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH

Inspektur Daerah

- Sekretariat
I
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© Subbagian Evaluasi “ Subbagian e
- ~dan Pelaporan * - Administrasi dan [T} Kelompok i
‘Umum -1} Jabatan Fungsional . -1

\ Inspektur Pembantu Wilayah I

‘Bidang ' Pemerintahan, "Hukum,
Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Inspektur Pembantu Wilayah II

Keuangan dan Aset Daerah

: Inspektur Pembantu Wilayah III '

s Bldang Pendapatan Pengelolaan 1 Bldang Perekonomlan Pembangunan
" dan Lingkungan Hidup

Inspektur Pembantu Wilayah IV
Bidang Kesehatan, Pendidikan -
'"dan Keseiahteraan Rakvat’ -
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